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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
 
Nilai pencapaian sasaran strategis ( NPSS) Balai Besar KIPM Makassar pada 
Triwulan I Tahun 2024 adalah sebesar 111,59  (istimewa) Nilai ini diperoleh dari 
pencapaian Sasaran Strategis ( SS ) dan target Indikator Kinerja Utama ( IKU ) 
BKIPM yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut : 
 

A. Dari 15 (lima belas) IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 

2024  semuanya mencapai target.  

B. Uraian Indikator Kinerja Utama KU yang capainnya memenuhi atau melebihi 
target yang telah ditetapkan, yaitu : 

1. Rasio Eksport ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan 
(%) 

2. Penjaminan Mutu hasil perikanan di wilayah RI (lokasi) 
3. Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem 

traceability (UPI) 
4. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup 

produk pada UPI (produk) 
5. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM 

Makassar (indeks) 
6. Unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian (Official control) 

lingkup Otoritas Kompeten (Unit) 
7. Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai 

standar, sistem dan regulasi 
8. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Indeks) 
9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)  
10. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar 

(% 
11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%) 
12. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar 

KIPM Makassar (Nilai)  
13. Nilai kinerja anggaran lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai) 



 
                                                                                                                                  

 

vi 
 

 

14. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai Besar KIPM 
Makassar (%) 

15. Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%) 
 

Kinerja Keuangan Balai Besar KIPM Makassar Triwulan I Tahun 2024 

sebesar Rp 12,360,690,000 dan realisasi 3,709,998,035 atau 30.01% 
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I.  PENDAHULUAN 

 
  

  
Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas 

yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelengaraan 

negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk 

penyusunan Laporan Kinerja 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023  Tahun 2023 Tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasann Mutu 

Hasil Kelautan dan Perikanan. (BPPMHKP). Dalam melaksanakan tugas tersebut, 

BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif 

dan efesien sesuai dengan prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih 

dan bebas dari  Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban 

BPPMHKP dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 untuk mencapai 

visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu 

peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BPPMHKP serta sarana untuk 

mendapatkan masukan  bagi stakeholder demi perbaikan kinerja BPPMHKP. Selain 

untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan 

amanat Peraturan Pemerintah Nonor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

   1.1 Latar Belakang 
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Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan  

 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah 

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai 

Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi 

BPPMHKP.   

 

 

 

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan,  Balai Besar Karantina Ikan 

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai Besar KIPM) Makassar  

merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan 

Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Balai Besar KIPM Makassar terdiri dari (1). Sub 

bagian Umum, (2)  dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

Sub bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan 

evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan hubungan masyarakat, 

organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta  

 

 

   1.2.  Tugas Fungsi dan Struktur 

Organisasi  
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pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.  Kelompok jabatan fungsional 

mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi unit pelaksanaan teknis karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil 

perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.  

Struktur organisasi Balai Besar KIPM Makassar dapat dilihat pada struktur 

organisasi dibawah ini.  

 

 

 

 

Arah kebijakan dan strategis pembangunan Balai Besar KIPM Makassar disusun 

dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran  pembangunan  

kelautan dan perikanan, maka sasaran strategis Balai Besar KIPM Makassar adalah 

sebagai berikut : 

 

   1.3. Arah Kebijakan dan 
Strategis  
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1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil 

perikanan secara profesional dan partisipatif dengan didukung Rasio ekspor ikan 

dan hasil perikanan yang diterima oleh negara mitra, Penjaminan mutu hasil 

perikanan di wilayah RI, Unit Penanganan dan/atau pengolahan yang 

menerapkan sistem traceability, Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point 

(HACCP) ruang lingkup produk pada UPI. 

2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Mutu dan keamanan 

hasil perikanan secara profesional dan partisipatif dengan didukung  Indeks 

kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar, Unit 

kerjayang menerapkan sistem pengendalian (Official control), lingkup otoritas 

kompeten, Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality assurance sesuai 

standar, sistem dan regulasi 

3. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP yang mendukung Indeks 

profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Nilai Penilaian Mandiri 

SAKIP lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Persentase penyelesaian temuan BPK 

lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Persentase rekomendasi hasil pengawasan 

yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar, 

Nilai indikator kinerja pelaksanaaan anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar KIPM 

Makassar , Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Tingkat 

kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai Besar KIPM Makasar, Tingkat 

Kepatuhan BMN lingkup Balai Besar KIPM Makassar.  

 

 

 

Sistematika dan penyajian LKj Tahun 2024 merujuk pada aturan dan ketentuan 

yang berlaku, sebagai berikut: 

   1.4 Sistimatika dan Penyajian   
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a. Bab I. Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan 

kepada aspek strategis organisasi; 

b. Bab II. Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian 

kinerja tahun yang bersangkutan; 

c. Bab III.   Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk 

setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang 

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen 

Perjanjian Kinerja; 

d. Bab IV. Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi 

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya; 

e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan hal-hal lainnya.  
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II. PERENCANAAN KINERJA 

 

 

 

 

 

Visi Kementerian Kelautan dan Perikaan Republik Indonesia mendukung 

terwujudnya Visi – Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu :  Terwujudnya 

masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan 

dan Perikanan yang berkelanjutan untuk “ Mewujudkan Indonesia Maju yang 

Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong “. 

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk 

mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam 

pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan 

kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelola, kemaritiman, 

kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. 

Aspek  yang   berkaitan  dengan   visi  Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP)  sesuai   dengan   mandat   yang diberikan kepada Badan 

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM)  ada lah  :  

1 .  Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan 

pendukung pengolahan kelautan dan perikanan yang optimal melalui 

penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta 

keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap 

kesehatan manusia, ikan dan lingkungan. 

2 .  Meningkatkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang 

berkelanjutan, serta  

1. Visi dan Misi   
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3.  Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk BKIPM 

Oleh karena itu, BKIPM menetapkan visi pembangunan karantina 

ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun  2020 - 2024,  

yaitu :  

 

VISI 

 

 

 

MISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan 

perikanan 2020 – 2024 maka sasaran strategis  ( SS ) dan kondisi output/impact  

yang diinginan dapat dicapai BKIPM dari program yang dilaksanakan , maka 

 Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui 

peningkatan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan  

   Pengelolaan pemerintahan yang bersih,efektif  dan terpercaya 
melalui peningkatan Tata kelola pemerintahan di KKP 

Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing 
melalui Pningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan 
Perikanan terhadap Perekonomian Nasional 

 

1 

Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan  

 

yang Sejahtera dan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang 
Berkelanjutan 

 

 

     

2 

   

3 

2. Tujuan Strategis       
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BKIPM telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan 

dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih 

pendek.  Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat 

diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten 

satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur. 

1. Sasaran Strategis 1. Terselenggaranya pengendalian dan 
pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil 
Perikanan secara Profesional dan 
Partisipatif 

2. Sasaran Strategis 2. Terselenggaranya pengendalian dan 
pengawasan Sistem Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan secara 
profesional dan partisipatif 

3. Sasaran Strategis 3. Tatakelola Pemerintahan yang baik 
lingkup BPPMHKP 

    
 

 

 

 

Sasaran strategis Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan  Makassar merupakan penjabaran operasional dari 

visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini menggambarkan 

hasil yang hendak dicapai secara  nyata  oleh  instansi pemerintah dalam  

rumusan yang  lebih  spesifik,  terukur, dalam  kurun  waktu yang lebih 

pendek  dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran 

sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk 

diwujudkan pada tahun  bersangkutan. Setiap  indikator sasaran disertai  

rencana tingkat  capaian (target) masing-masing.  Sasaran  diupayakan 

untuk  dapat  dicapai  dalam  kurun waktu tertentu secara 

   3.  Sasaran, Indikator dan Target Kinerja 
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berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam   rencana  

strategis.   Dengan   demikian,   setiap   tujuan   yang   ditetapkan memiliki 

indikator yang terukur. 

Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi dan 

Penyusunan IKU pada KKP  mampu membangun sistem mendorong tercapainya 

kinerja organisasi yang terukur. 

BKIPM telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 yang 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.44/BKIPM/2020. Peta 

Strategis adalah suatu dashboard yang memetakan sasaran organisasi dalam 

suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan 

perjalanan strategi nasional. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan 

terget kinerja yang akan dicapai BKIPM pada 2023, sebagaimana tertuang dalam 

Perjanjian Kinerja BKIPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

PETA STRATEGI  
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU 

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR 
TAHUN 2024  

SS1. Terselenggaranya 
pengendalian dan pengawasan 
Mutu dan Keamanan Hasil 
Perikanan secara Profesional dan 
Partisipatif 

Gambar  1.  Peta Strategi Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2024 

SS2. Terselenggaranya 
pengendalian dan pengawasan 
Sistem Mutu dan Keamanan 
Hasil Perikanan secara 
profesional dan partisipatif 

SS4. Tatakelola Pemerintahan 
yang baik lingkup BPPMHKP 
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Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas 

akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan 

pelaksanan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan 

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu  dan Keamanan Hasil perikanan.  
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III. AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

 

Pengukuran  capaian  indikator   kinerja  Balai Besar KIPM Makassar 

dilakukan dengan cara membandingkan  antara  realisasi  dengan target  setiap 

indikator  kinerja yang telah ditetapkan  dalam Penetapan Kinerja tahun 2024.  

Selanjutnya dilakukan pembahasan dan analisis lebih mendalam terutama 

terhadap indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai target. Hal ini perlu 

dilakukan untuk mengenali faktor penyebabnya selanjutnya akan digunakan 

sebagai bahan pertimbangan penetapan strategi untuk peningkatan kinerja 

(performance improvement) di tahun-tahun selanjutnya. 

Hasil capaian indikator kinerja Balai Besar KIPM  Makassar  u ntuk  

t r iw u lan  I  tahun 2024  yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara 

ringkas disajikan pada tabel berikut ini.  

                                Tabel : 2.1 

Capaian Kinerja Balai Besar KI PM Makassar  Triwulan  I  Tahun 2024 
 
 

2019 2020 2021 2022 2023 Target 2024
Target TW I 

2024

Realisasi           

TW I 2024

% Realisasi 

terhadap 

Target TW I 

2024

% Realisasi 

terhadap 

Target Tahun 

2024

Target 2024

% Capaian 

terhadap 

Target 

Renstra 

1 Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang 

diterima oleh negara tujuan 

- - 99,99 99,99 101,99 99 99 100 101 101 - -

2 Penjaminan Mutu hasil perikanan di wilayah RI - - 5 4 4 4 1 2 200 50 4 4

3 Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan 

yang menerapkan sistem traceability

- 8 15 21 25 60 15 15 100 25 - -

4 Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point 

(HACCP) ruang Lingkup pada UPI 

- 239 312 374 335 345 55 84 153 24 - -

Tahun 2024

Renstra Balai Besar KIPM 

Makassar                 2020 - 

2024

Terselenggaranya pengendalian dan 

pengawasan mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan secara profesional dan 

partisipatif 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja                                                                      

( IK ) 

Realisasi Tahun 2019 - 2023

 

1. CAPAIAN KINERJA 
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2019 2020 2021 2022 2023 Target 2024
Target TW I 

2024

Realisasi           

TW I 2024

% Realisasi 

terhadap 

Target TW I 

2024

% Realisasi 

terhadap 

Target Tahun 

2024

Target 2024

% Capaian 

terhadap 

Target 

Renstra 
5 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan 

Balai Besar KIPM Makassar

- - - 89,8 91,12 84 84 91,60 109,0 109,0 - -

6 Unit Kerja yang menerapkan sistem 

pengendalian ( Official control )

- - - - - 1 1 1 100 100,0 - -

7 Lokasi usaha yang menerapkan Quality 

Assurance sesuai standar, sistem dan regulasi 

- - - 4 2 18 0 0 0 0,0 - -

8 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar 

KIPM Makassar 

-
68.01 81.44 82,23 90,27 84 0 0 0

0,0
- -

9 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar 

KIPM Makassar

- 91.93 98 95,3 87,13 82 0 0 0 0,0 - -

10 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup 

Balai Besar KIPM Makassar

- - - -
100 100 100 100 100

100,0
- -

11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang 

dimanfaatkan untk perbaikan kinerja lingkup 

Balai Besar KIPM Makassar 

- 82 65 100 100 80 80 100 125 125 - -

12 Nilai Indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) 

lingkup Balai Besar KIPM Makassar 

- 88 89 98,44 96,38 93,76 93,76 74,91 79,89 79.89 - -

13 Nilai kinerja anggaran lingkup Balai Besar KIPM 

Makassar 

86 87,87 86,2 82 0 0 0 0,0
- -

14 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa 

lingkup Balai Besar KIPM Makassar 

79,56 78,26 80 0 0 0 0,0 - -

15 Tingkat kepatuhan BMN lingkup Bala Besar KIPM 

Makassar 

100 99,83 80 0 0 0 0,0 - -

Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup 

BPPMHKP 

Terselenggaranya Pengendalian dan 

Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan 

Hasil Perikanan secara Profesional dan 

Partisipatif 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja                                                                      

( IK ) 

Realisasi Tahun 2019 - 2023 Tahun 2024

Renstra Balai Besar KIPM 

Makassar                                    

2020 - 2024
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Elaborasi capain kinerja berdasarkan sasaran strategi secara lebih detail 

menurut indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut : 

 

 

 

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu  dan Keamanan 
Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif  
 

Pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara profesional, 

maka diperlukan dukungan 4 indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target 

yang telah ditetapkan . Adapun penjelasan pencapaian 4 indikator kinerja tersebut 

disajikan pada tabel dibawah ini 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indikator Kinerja 

 

Target 

 

 
 
 
1.  99 % 
 
2.  4 Lokasi 
3. 60 UPI 

 
4. 345 

sertifikat 
 

Terselenggaranya Pengendalian dan Pngawasan Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif : 
 

1. Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima 
oleh negara tujuan  

2. Penjaminan Mutu hasil perikanan di wilayah RI  
3. Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang 

menerapkan sistem  traceabilty 
4. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point 

(HACCP) ruang lingkup produk pada UPI 

      Sasaran Startegis 1 

     2. ANALISIS DAN EVALUASI 
Sasaran Startegis 1 
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IK 1. Rasio eksport ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara 
tujuan 

 

2019 2020 2021 2022 2023
Target 

2024

Target TW I 

2024

Realisasi           

TW I 2024

% Realisasi 

terhadap 

Target TW I 

2024

% Realisasi 

terhadap 

Target Tahun 

2024

Target 

2024

% Capaian 

terhadap 

Target 

Renstra 

Terselenggaranya 

pengendalian dan 

pengawasan mutu dan 

Keamanan Hasil 

Perikanan secara 

profesional dan 

partisipatif 

1 Rasio Ekspor ikan dan 

hasil perikanan yang 

diterima oleh negara 

tujuan 

- - 99,99 99,99 102 99 99 100 101 101 - -

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja                                                                      

( IK ) 

Realisasi Tahun 2019 - 2023 Tahun 2024

Renstra Balai Besar 

KIPM Makassar                 

2020 - 2024

 

 

Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipersyaratkan 

oleh negara importir, harus dipenuhi oleh seluruh negara yang mengekspor 

produk perikanannya, secara nyata tercermin pada sertifikat kesehatan yang 

menyertai setiap produk yang diekspor, sehingga sertifikat kesehatan ikan 

merupakan dokumen negara sebagai jaminan yang otentik; 

 

Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Makassar merupakan salah satu Unit 

Pelaksana Teknis dengan salah satu tugasnya adalah melakukan pengendalian 

kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Atas dasar hasil 

pengendalian tersebut, Balai Besar KIPM Makassar memberikan pelayanan 

sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap ikan dan 

produk perikanan yang akan di lalulintaskan ekspor.  
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Pada Triwulan I 2024 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi 

Selatan sebanyak 47.932 ton senilai Rp. 1,68 T dengan jumlah sertifikat ekspor 

(HC) yang diterbitkan sebanyak 2.444 sertifikat, adapun pada Triwulan I 2023 

tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 45.247 

ton senilai Rp. 2,1 T dengan jumlah sertifikat ekspor (KI-D1) yang diterbitkan 

sebanyak 2.195 sertifikat. 

 

Indikator Kinerja efektifitas Ekspor dihitung berdasarkan rasio kegiatan 

pengiriman ikan dan hasil perikanan ke luar Wilayah RI telah memenuhi 

persyaratan Kesehatan dan mutu keamanan hasil perikanan dan tidak ada 

penolakan oleh negara tujuan ekspor. Hal ini dibuktikan diterimanya sertifikat 

mutu  (HC) di negara tujuan ekspor dan tidak ada notifikasi penolakan dari negara 

tujuan. 

 

Pada Triwulan I 2024 Bulan Januari terdapat 1 kasus penolakan produk perikanan 

berupa Frozen Flying Fish Roe sebanyak 1 container dengan volume 12.000 

Kg/1200 carton tujuan negara Taiwan, penolakan disebabkan karena 

ketidaksesuaian jenis produk dengan permintaan buyer. Penolakan ini tidak 

masuk dalam kategori kasus penurunan mutu dan keamanan hasil perikanan 

sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan. 

 
Perhitungan rasio berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2024 yaitu : 
 

X = A + B 
                                                          2 

       dimana :  
 
A : Jumlah HC ekspor (KI-D1) yang memenuhi syarat kesehatan  -  penolakan oleh negara tujuan  x 100% 
                                            Jumlah HC karantina ekspor yang terbit  
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Komponen A tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan bahwa sejak awal 

Tahun 2024, terjadi perubahan organisasi, Dimana sertifikat Kesehatan ikan bukan 

lagi menjadi bagian tugas dari BPPMHKP Makassar, dan 

 
B : Jumlah HC ekspor (KI-D1) yang memenuhi syarat mutu  -  penolakan oleh negara tujuan  x 100% 
                                            Jumlah HC mutu ekspor yang terbit   

 
    :  2.444 – 0  x  100%  = 100% 
        2. 444 

       
 Dengan demikian realisasi IKU ini adalah 100% 

 

Jika dilihat dari aspek keberterimaan di negara tujuan, terjadi peningkatan 

persentase yaitu 99,97%  di triwulan I 2023 menjadi 100% di triwulan I 2024. 

Kegiatan ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu dengan 

total sebanyak 16 orang dan didukung oleh tenaga PPNPM sebanyak 24 orang 

yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengawasan, 

dan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan.   

  
Kegiatan pendukung : 

 

No Nama Kegiatan Pagu Anggaran 
Realisasi 
Anggaran  
TW I 2024 

Persentase 
Realisasi 

1 3989.ADF.001.051.a. 
Sertifikasi CPIB pada suplier 
hasil perikanan 

Rp. 25.925.000,- Rp. 11.177.000.- 43,11 % 

2 3989.ADF.001.051.b. 
Bimbingan Teknis CPIB 
Supplier 

Rp. 6.575.000,- 0 0 

3 3989.ADF.001.051.c. 
Monitoring dan evaluasi 
pemanfaatan nomor 
registrasi UPI ke negara mitra 

Rp. 7.500.000,- Rp. 3.631.000,- 48,41 % 
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4 3989.BIA.001 
Produk perikanan yang 
diawasi dan diselesaikan 
kasus mutu ekspor impor-
nya 

Rp. 20.000.000,- Rp. 985.000,- 4,92%, 

 
Sertifikasi CPIB pada supplier produk perikanan pada TW I 2024 terealisasi 

sebanyak 6 unit supplier dengan penyerapan anggaran sebesar 43,11 %, 

sedangkan untuk Bimtek CPIB pada supplier belum dilaksanakan karena 

menunggu arahan pelaksanaan jadwal dari Pusat Pengendalian Mutu. 

 

Alokasi anggaran kegiatan Monitoring dan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi 

UPI ke negara mitra sebeesar Rp. 7.500.000,- adapaun realisasi anggaran sampai 

Triwulan I sebesar Rp. 3.631.000,- atau 48,41 %, sisa anggaran akan dialokasikan 

ke kegiatan pengendalian mutu yang lain karena kegiatan ini sudah terealisasi 

seluruhnya sebanyak 5 UPI pada Triwulan I 2024. 

 

Kegiatan investigasi kasus mutu ekspor impor pada Triwulan I 2024 belum 

dilaksanakan dikarenakan tidak ada laporan kasus mutu, Adapun alokasi anggaran 

terealisasi sebesar Rp. 985.000,- atau 4,92 % untuk pengadaan ATK. 

Dengan demikian total realisasi anggaran sebesar Rp. 15.793.000,- atau  41,94% 

 

Akar Permasalahan  

Potensi masalah dapat terjadi jika petugas verifikator kurang jeli dalam melakukan 

verifikasi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam 

penerbitan sertifikat ekspor mutu (HC). 
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Tindakan yang telah dilaksanakan  

 Telah dilakukan kegiatan Sosialisasi pada UPI/UPRL terkait ketentuan negara 

tujuan ekspor pada tanggal 29 Januari 2024; 

 Telah dilaksanakan Sharing Session dengan Inspektur Mutu dan petugas 

verifikator terkait pelayanan sertifikasi dan pengujian produk perikanan pada 

tanggal 18 Maret 2024; 

 Untuk mencegah terjadinya kasus penahanan/penolakan produk perikanan 

maka tindakan yang dilakukan adalah melakukan pengawasan, pemeriksaan 

laboratorium serta verifikasi dokumen persyaratan guna memastikan sistem 

jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan telah berjalan baik 

sebelum penerbitan sertifikat.   

 

Rekomendasi rencana aksi  
 
Meningkatkan komunikasi (sharing session) dengan petugas verifikator dan 

inspektur mutu terkait persyaratan dalam rangka penerbitan sertifikat mutu (HC) 
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Triwulan I 2023 Triwulan I 2024

2.195

2.444
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Perbandingan Efektifitas Sertifikat Ekspor Mutu (HC) 
Yang Memenuhi Persyaratan 

Pada Triwulan I 2023 dan Triwulan I 2024



 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 
   
 
 
 

 
 

0%

50%

100%

Triwulan I 2023 Triwulan I 2024

99,97% 100%

P
er

se
n

ta
se

 K
eb

er
te

ri
m

aa
n

Persentase Keberterimaan Sertifikat Ekspor Mutu 
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Kegiatan Sharing Session Sistem Jaminan Mutu 
dan Keamanan Hasil Perikanan 
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Kegiatan Inspeksi CPIB di Supplier  
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IK2. Penjaminan Mutu Hasil Perikanan di wilayah RI  
 
 

2019 2020 2021 2022 2023 Target 2024
Target TW I 

2024

Realisasi           

TW I 2024

% Realisasi 

terhadap 

Target TW I 

2024

% Realisasi 

terhadap 

Target Tahun 

2024

Target 2024

% Capaian 

terhadap 

Target 

Renstra 

Terselenggaranya 

pengendalian dan 

pengawasan mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan 

secara profesional dan 

partisipatif 

1 Penjaminan Mutu hasil 

perikanan di wilayah 

RI 

- - 5 4 4 4 1 2 200 50 4 4

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja                                                                      

( IK ) 

Realisasi Tahun 2019 - 2023 Tahun 2024

Renstra Balai Besar KIPM 

Makassar                                    

2020 - 2024

 
 
 
 
Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi 

Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 

berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan 

memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan 

keamanan hasil perikanan. Untuk Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan 

sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat, penguatan sistem jaminan mutu 

dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan 

sehat; penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat 

dan aman untuk dikonsumsi. 

 

Pada tahun 2024, Balai Besar KIPM Makassar menjadi salah satu unit kerja yang 

diberikan target sebanyak 4 lokasi yaitu kota Makassar, kabupaten Gowa, 

kabupaten Takalar dan kabupaten Pinrang. Kegiatan pengawasan mutu hasil 
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perikanan domestik dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu setiap 

semester. Adapun lokasi pengawasan meliputi sentra penyedia pangan sehat 

yaitu pasar tradisional, pasar modern dan pelabuhan pendaratan ikan. 

 

Pada triwulan I tahun 2024 target pengawasan mutu dan keamanan hasil 

perikanan domestik pada 2 lokasi kabupaten dengan jumlah 4 lokus yaitu:  

1. Kabupaten Gowa  sebanyak 2 lokus yaitu Pasar Minasamaupa Sungguminasa 

dan Pasar Balang-Balang. 

2. Kabupaten Takalar sebanyak 2 lokus yaitu PPI Beba dan Pasar Sentral Takalar. 

 

Adapun agenda kegiatan yang dilakukan pada saat pengawasan mutu hasil 

perikanan domestik (lokasi) Triwulan I tahun 2024 yaitu:  

1. Melakukan koordinasi dengan ke kepala UPTD Pasar Tradisional, PPI/TPI.  

2. Melakukan kunjungan ke lokasi pasar tradisional dan PPI/TPI serta mengisi 

checklist Pengamatan Kondisi sarana Prasarana dan Sanitasi Higiene. 

3. Pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian di laboratorium. 

 

Rangkaian kegiatan terdapat pengambilan sampel yang dilakukan di 4 lokus 

dengan jenis ikan demersal, pelagic, cephalopod, crustacea dan ikan hasil 

budidaya dan telah dilakukan pengujian dilaboratorium Balai Besar KIPM 

Makassar dengan target pengujian Organoleptik, ALT, Echerichia coli, Coliform, 

Salmonella spp, Formalin. Dari hasil pengujian laboratorium yang dilakukan 

terhadap sampel uji menunjukkan hasil negatif atau sesuai dengan persyaratan 

mutu. Sedangkan untuk pengujian histamine masih dalam proses pengujian 

karena dilakukan di   laboratorium Sub. Kontrak. 
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Indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut: 

1. Monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya 

2. Verifikasi Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Pemasukan Hasil Perikanan 

3. Bakti Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan dan Bimtek Jaminan Mutu 

4. Verifikasi kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran 

5. Monitoring Kepatuhan Pelaku usaha 

 

Tabel 1. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja 

 

No. Kegiatan Pendukung 
Anggaran TH. 

2024 
Realisasi 

Tw I TH. 2024 
(%) 

Sisa 
Anggaran 

1 
Monitoring Kesegaran Ikan, 
Residu dan Bahan 
Berbahaya 

92.000.000 1.090.000 1.18 90.910.000 

2 
Verifikasi Pemenuhan 
Kesesuaian Persyaratan 
Pemasukan Hasil Perikanan 

20.000.000 - - 20.000.000 

3 
Bakti Karantina Ikan dan 
Mutu Hasil Perikanan dan 
Bimtek Jaminan Mutu ** 

980.000.000 - - 980.000.000 

4 

Verifikasi kepatuhan 
pelaksanaan operasional 
pemasukan dan 
pengeluaran ** 

3.000.000 - - 3.000.000 

5 
Monitoring Kepatuhan 
Pelaku usaha** 

16.420.000 - - 16.420.000 

 
Alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan 

domestik sebesar Rp. 77.240.000 yang terealisasi pada TW I tahun 2024 sebesar 

Rp. 10.671.929 atau  13,82%. 
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Jika dibandingkan dengan realisasai triwulan I tahun 2023 sebesar Rp.16.086.721, 

maka realisasi anggataran triwulan I 2024 mengalami penurunan realisasi sebesar 

33,6%. 

 

Jika alokasi anggaran tersebut ditotalkan dengan seluruh anggaran kegiatan 

pendukung, maka total anggaran sebesar Rp. 1.188.660.000. 

 

Untuk kegiatan monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya 

terealisai sebesar 1,18% untuk pembelian sampel uji. Sedangkan anggaran 

perjalanan dinas untuk satu lokasi yang menjadi target triwulan I (TPI Beba) 

Takalar.  

 

Diantara kegiatan pendukung indikator kinerja ini masih belum terealisasi karena 

adanya kebijakan pusat yang masih dalam posisi Automatic Adjustment (AA) yaitu 

Bakti Karantina Ikan dan Mutu Hasil Perikanan dan Bimtek Jaminan Mutu 

sedangkan kegiatan Verifikasi kepatuhan pelaksanaan operasional pemasukan 

dan pengeluaran, Monitoring Kepatuhan Pelaku usaha masih diblokir karena 

menunggu terbentuknya SOTK UPT. 

 

Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan tersebut selama Triwulan I tahun 2024 

adalah 18 orang yang terdiri atas Inspektur Mutu, Dinas Perikanan Kabupaten, 

BBPOM Makassar, Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (MPHPI) dan 

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. 
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Akar permasalahan  

Hasil Penilaian terhadap sarana dan prasarana dan sanitasi hygene di sentra 

penyedia pangan sehat (pasar tradisional balang-balang dan pasar sentral Takalar) 

menunjukkan kondisi Cukup. Sementara untuk penyedia sentra pangan yang lain 

menunjukkan kondisi Baik 

 

Tindakan yang telah dilaksanakan 

Tindakan yang telah dilaksanakan di triwulan I tahun 2024 yaitu sudah 

melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi  pada tanggal 16 februari 2024 

dan melaksanakan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan 

domestik di 2 lokasi yaitu Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar. 

 

Rekomendasi rencana aksi  

Menyampaikan hasil pengawasan mutu domestik dan rekomendasi kepada dinas 

kabupaten/kota yang hasil penilaian sarana dan prasarananya menunjukkan 

kondisi Cukup. 

a. Rapat Koordinasi dengan instansi Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil 
Perikanan Domestik terkait 16 Februari 2024  
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b. Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 

Domestik Triwulan I Tahun 2024 Kab. Gowa 

 Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestic di 
Pasar Minasa Maupa dan pasar Balang-balang Kab. Gowa  
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 Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestic 

PPI Beba dan Pasar Sentral Takalar Kab. Takalar 
-   

 

 

 

 

 

 

 

Rangkaian kegiatan pengujian mikrobiologi dankimia dilaboratorium Balai Besar 

KIPM Makassar 
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IK3. Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan 
sistem traceability  

 

2019 2020 2021 2022 2023 Target 2024
Target TW I 

2024

Realisasi           

TW I 2024

% Realisasi 

terhadap 

Target TW I 

2024

% Realisasi 

terhadap 

Target Tahun 

2024

Target 2024

% Capaian 

terhadap 

Target 

Renstra 

Terselenggaranya 

pengendalian dan 

pengawasan mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan 

secara profesional dan 

partisipatif 

1 Unit penanganan 

dan/atau pengolahan 

ikan yang menerapkan 

sistem traceability

- 8 15 21 25 60 15 15 100 25 - -

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja                                                                      

( IK ) 

Realisasi Tahun 2019 - 2023 Tahun 2024

Renstra Balai Besar KIPM 

Makassar                                    

2020 - 2024

 

 

Sistem traceability merupakan bagian penting dalam sistem jaminan kesehatan 

ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan untuk pemenuhan persyaratan negara 

tujuan ekspor komoditi perikanan. Sistem traceability ditujukan untuk 

mengendalikan produk apabila terjadi insiden keamanan pangan atau produk 

yang bermasalah akan ditelusuri; 

Realisasi kegiatan verifikasi traceability sampai dengan triwulan I tahun 2024 

adalah sebanyak 15 Unit Pengolahan Ikan (UPI) dari target  15 UPI sehingga 

capaiannya sebesar 100%.  Adapun lokus UPI/UPRL yang telah dilakukan verifikasi 

traceability disajikan pada tabel berikut. 

No Nama UPI Alamat 

1. PT. Ocean Champ Seafood Jl. Kima 7 Kav. J-2 Kawasan Industri Makassar, 
Kec. Biringkanaya, Makassar, South Sulawesi – Indonesia 

2. PT. Parlevliet Paraba Seafood Jl. Jembatan Tua No. 89, Kel. Bontoa, Kec. Mandai, 
Kabupaten Maros, South Sulawesi – Indonesia 

3. PT. Prima Indo Tuna Jl. Kima 4 Kav. P 3B, Kelurahan Daya, Kecamatan  
Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi – Indonesia 

4. PT. Wahyu Pradana Bina Mulya Jl. Kima Raya ID - 2C Kawasan Industri Makassar, South 
Sulawesi – Indonesia 
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5. PT. Kelola Mina Laut Jl. Kima 17 Blok DD 15-16, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, 
Kota Makassar, South  
Sulawesi - Indonesia 

6. PT. Prima Bahari Inti Lestari Jl. Kima 12 Kav. 5C Makassar, South Sulawesi - Indonesia 

7. 
 

PT. Niaga Adijaya Mandiri Jl. Kima 6 Kav F3 Kawasan Industri Makassar, Kel. Daya, 
Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - 
Indonesia 

8. PT. Rika Rayhan Mandiri Jl. Kima IV Kav P3A, Kel. Daya. Kec. Biringkanaya, Kota 
Makassar, South Sulawesi - Indonesia 

9. CV. Anugrah Bahari Jl. Sabutung Baru No. 14, Makassar, South Sulawesi - 
Indonesia 

10. PT. Lontara Jaya  
Sakti 

Jl. Pasar Ikan Beba, Desa Tamasaju, Kec. Galesong Utara, 
Kabupaten Takalar, South Sulawesi – Indonesia 

11. CV. BUANA  LAUT NUSANTARA Jl. Kima VI Kav F1/B1, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota 
Makassar, South Sulawesi - Indonesia 

12. CV. Mitra Alam Jl. Lantebung No. 9, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota 
Makassar, South Sulawesi - Indonesia 

13 PT. GLOBAL MAJU PRATAMA Pattene Business Park Blok H No. 2, Desa Pabentengan, 
Kec. Marusu, Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia 

14 CV. Sumber Bahari Mandiri l. Kapasa Raya No. 38, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota 
Makassar, South Sulawesi - Indonesia 

15 CV. RESKY BAHARI Jl. Poros Makassar-Maros KM 24 Lingkungan Ballu Ballu, 
Kel. Taroada, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, South 
Sulawesi - Indonesia 

Pada tahun 2024 target pelaksanaan verifikasi traceability adalah sebanyak 60 

UPI, dan pada periode triwulan I tahun 2024  telah direalisasikan sebanyak 15 UPI 

dari yang ditargetkan 15 UPI, sehingga tingkat capaiannya 100%; 

 

Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang ditargetkan 25 UPI, maka terjadi 

peningkatan target sebanyak 35 UPI atau 140%; 

 

Realisasi  pada triwulan I tahun 2023 sebanyak 4 UPI dari 4 yang ditargetkan atau 

capaiannya 100% sama dengan capaian pada  triwulan I tahun 2024; 

 

Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan verifikasi traceability pada  15 UPI tersebut 

diketahui bahwa seluruh UPI tersebut telah mengimplementasikan sistem 
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traceability dan mampu telusur terhadap produk yang dihasilkan mulai dari 

penerimaan bahan baku hingga penyimpanan produk akhir; 

 

Sebagai bukti penerapan traceability maka Kepala Pusat Pengendalian Mutu 

BPPMHKP menerbitkan Surat Keterangan Penerapan Sistem Ketertelusuran 

(Traceability) Hasil Perikanan dan akan  diserahkan kepada pihak UPI/UPRL yang 

bersangkutan; 

 

Untuk menunjang keberhasilan kegiatan verifikasi traceability, didukung dengan 

sumberdaya manusia sebanyak 16 orang yang merupakan pejabat Inspektur Mutu 

dan Asisten Inspektur Mutu pada Balai Besar KIPM Makassar; 

 

Guna menunjang kegiatan verifikasi traceability, disediakan anggaran sebesar                

Rp. 210.060.000,- dan telah terealisasi  sebesar Rp. 5.280.000,- (2,51%) yang 

terdiri dari  perjalanan dinas, sedangkan Pagu anggaran Traceability pada Tahun 

2023 adalah sebesar Rp. 25.500.000,-. dan  terealisasi pada TW I TA 2023 sebesar 

Rp. 4.330.000,- (16,98%)  terdiri dari Belanja ATK komputer Suplier dan perjalanan 

evaluasi penerapan traceability. 

  

Dapat terlihat bahwa penyerapan anggaran  pada Triwulan I tahun 2024 lebih  

rendah  dari pada TW I 2023 sebesar (14,47%).  Hal ini di sebabkan adanya 

anggaran kegiatan bimtek sebesar Rp. 165.000.000,- (78,55 %) yang belum 

direalisasikan dan menunggu arahan dari Pusat Pengendalian Mutu BPPMHKP. 
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Akar masalah  

Meskipun hasil verifikasi traceability menunjukkan ke 15 UPI telah tertelusur, 

namun pemahaman pelaku usaha terhadap penerapan sistem traceability masih 

belum optimal, terutama pada unit pengolahan ikan dengan ruang lingkup produk 

segar dan kering dan UPI Baru 

Tindakan yang telah dilaksanakan 

- Pada  Januari 2024 telah di susun dan di tetapkan program pelaksanaan 

traceability dengan target 60 UPI/UPRL dengan memprioritaskan UPI/UPRL 

yang memiliki grade HACCP A dan B 

- Kegiatan verifikasi traceability telah dilaksanakan sesuai dengan program 

yang telah ditetapkan dan mengacu pada  Peraturan  Kepala BKIPM No. 

170/tahun 2019 tentang Penerapan system ketelusuran di Unit Pengolahan 

Ikan 

- Pada tanggal 18 Maret 2024  dilaksanakan kegiatan Sharing Session 

Inspektur Mutu dan Asisten Inspektur Mutu  yang salah satu materinya 

adalah sosialisasi Per Ka BKIPM No. 170/tahun 2019 

 

Rekomendasi rencana aksi  

- Memanfaatkan kegiatan traceability pada UPI/UPRL sebagai sarana 

sosialisasi untuk peningkatan pemahaman tentang  penerapan system 

traceability di UPI/UPRL 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentasi Kegiatan Traceability di Unit Pengolahan 
Ikan ( UPI) PT. Prima Bahari Inti Lestari   
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IK4.  Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang 

lingkup Produk pada UPI   
 

2019 2020 2021 2022 2023 Target 2024
Target TW I 

2024

Realisasi           

TW I 2024

% Realisasi 

terhadap 

Target TW I 

2024

% Realisasi 

terhadap 

Target Tahun 

2024

Target 2024

% Capaian 

terhadap 

Target 

Renstra 

Terselenggaranya 

pengendalian dan 

pengawasan mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan 

secara profesional dan 

partisipatif 

1 Sertifikat Hazard 

Analysis Critical Control 

Point (HACCP) ruang 

Lingkup pada UPI 

- 239 312 374 335 345 55 84 152 24 - -

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja                                                                      

( IK ) 

Realisasi Tahun 2019 - 2023 Tahun 2024

Renstra Balai Besar KIPM 

Makassar                                    

2020 - 2024

 

 

Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka 

Pelaku Usaha pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) wajib memenuhi dan 

menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 

(SJKMHP) sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan 

hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Sertifikat 

Penerapan PMMT/HACCP merupakan sertifikat yang diberikan kepada Pelaku 

Usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan SJMKHP 

pada setiap UPI. Persyaratan SJMKHP meliputi program persyaratan dasar (PPD), 

Dokuementasi Kegiatan Sharing Session 18 Maret 2024   
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persyaratan sistem HACCP dan persyaratan sistem ketelusuran di UPI. Sertifikat 

Penerapan PMMT/HACCP diberikan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, 

dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah 

oleh UPI.  

 

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP merupakan keluaran dari kegiatan penilaian 

kesesuaian melalui inspeksi penerapan persyaratan SJMKHP dan pemeriksaan 

tindakan perbaikan terhadap setiap ketidaksesuaian di UPI sesuai dengan ruang 

lingkup yang di sertifikasi. Inspeksi penerapan PMMT/HACCP dilaksanakan melalui 

mekanisme inspeksi di tempat (On Site Visit). Hasil inspeksi dievaluasi oleh tim 

teknis untuk mendapatkan rekomendasi pemenuhan persyaratan SJMKHP yang 

dilakukan oleh UPI. 

 

Pelaksanaan kegiatan inspeksi HACCP dilaksanakan untuk melihat penerapan 

sistem HACCP yaitu suatu sistem jaminan keamanan pangan yang dirancang untuk 

meminimalkan risiko bahaya keamanan pangan yang telah diterapkan  oleh 

UPI/UPRL. Output dari kegiatan ini adalah sertifikat HACCP yang dilaksanakan 1 

(satu) kali dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun baik untuk UPI baru maupun 

perpanjangan. 

 

Adapun pelaksanaan kegiatan monev dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 

tahun untuk setiap UPI yang telah disertifikasi dan diterbitkan Sertifikat 

Penerapan PMMT/HACCP pada tahun sebelumnya. Monitoring dan evaluasi 

dilakukan terhadap pemenuhan dan penerapan persyaratan khusus atau 

persyaratan teknis produk dan/atau proses pada Standar Sertifikat Penerapan 

Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/ Hazard Analysis and Critical Control 
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Point (HACCP) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk 

Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan 

Perikanan. 

 

Berdasarkan manual IKU BKIPM tahun 2024 bahwa formula IKU diukur dengan 

menghitung jumlah ruang lingkup produk yang telah disertifikasi Program 

Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis Critical Control Point (PMMT/HACCP). 

Nilai tersebut merupakan penggabungan dari hasil inspeksi pada tahun berjalan 

dan hasil pemeliharaan Sertifikat yang diterbitkan pada tahun sebelumnya melalui 

monitoring dan evaluasi. Pengukuran diukur dengan menghitung jumlah ruang 

lingkup yang telah disertifikasi penerapan PMMT/HACCP  dengan rumus : 

 

A = B + C 

 
A =    Ruang lingkup produk yang disertifikasi PMMT/HACCP 
B =    Hasil inspeksi pada tahun berjalan 
C = Hasil pemeliharaan sertifikat yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui 

monev  
 

A  =  32  +  52 

    =  84 sertifikat. 

 

Jumlah sertifikat HACCP yang diterbitkan selama TW I Tahun 2024 adalah 

sebanyak 84  sertifikat dari target 55 sertifikat ruang lingkup  HACCP atau sebesar 

152%.  Jumlah tersebut terdiri dari 32 ruang lingkup sertifikat dari kegiatan 

inspeksi PMMT/HACCP dan 52 ruang lingkup sertifikat dari kegiatan monev 
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PMMT/HACCP. Peningkatan capaian kinerja melebihi target sebesar 29 ruang 

lingkup atau 52% disebabkan karena: 

1. Adanya permohonan sertifikasi baru  

2. Adanya permohonan penambahan ruang lingkup 

3. Adanya permohonan kenaikan grade 

 

 

 

Jika dibandingkan dengan triwulan I Tahun 2023, capaian realisasi jumlah sertifikat 

ruling HACCP pada TW I Tahun 2024 mengalami penurunan dari 85 sertifikat 

menjadi 84 sertifikat atau sebesar 1,18%. Fluktuasi capaian realisasi ini berada di 

luar kendali dikarena pelaksanan kegiatan didasarkan pada permohonan dari unit 

pengolahan ikan / unit pengolahan rumput laut 

32

52

TW I TAHUN 2024
INSPEKSI HACCP MONEV HACCP

Perbandingan Jumlah Kegiatan 
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SDM yang terlibat dalam kegiatan tersebut selama tahun 2024 adalah 17 orang 

yang terdiri atas Inspektur Mutu dan Calon Inspektur mutu untuk kegiatan monev 

PMMT/HACCP. Jumlah ini beda dengan TW I Tahun 2023 sebanyak 26 orang. 

Penurunan ini disebabkan karena ada transformasi organisasi sehingga sebanyak 

11 orang mutasi alih tugas ke Badan Karantina Indonesia. 

 

Anggaran kegiatan yang tersedia pada tahun 2024 sebesar Rp. 130.000.000 dan 

terealisasi sebesar Rp. 19.445.000 atau 14,96 %, yang terdiri atas belanja bahan 

ATK dan Komputer Suplies Rp. 575.000, belanja perjalanan dinas biasa                                  

Rp. 12.380.000, belanja perjalanan dalam kota  Rp. 6.490.000  

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada triwulan I tahun 2023 yaitu 

sebesar Rp. 12.748.000 atau 9,44% dari total anggaran Rp.135.000.000, maka 

terjadi peningkatan realisasi pada TW I 2024 sebesar 5,52%. 

 

 

64

21
32

52

Inspeksi Monev

Perbandingan Realisasi 
Sertifikasi Ruling HACCP TW I 

2023, TW I 2024 

TW I TAHUN 2023 TW I TAHUN 2024
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Akar permasalahan  

Terdapat beberapa UPI/UPRL yang terlambat melakukan perpanjangan HACCP 

karena SKP kadaluarsa, sehingga harus dilakukan penolakan permohonan 

terhadap 3 UPI yang bermohon 

 

Tindakan yang telah dilaksanakan  

1. Pelaksanaan kegiatan inspeksi telah mengacu pada Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan  Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan 

Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

Sektor Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Kepala Badan Nomor 32 

Tahun 2023 tentang Penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP.  

2. Pada tanggal 26 februari s.d 1 maret tahun 2024, telah dilaksanakan 

pelatihan HACCP terhadap inspektur mutu di seluruh UPT BPPHKP dengan 

jumlah peserta sebanyak 40 orang terdiri dari 2 orang dari BPPMHKP 

Makassar, dari UPI sebanyak 2 orang dan dari UPT lain sebanyak 36 orang 

Bertempat di hotel Novotel Makassar. 

3. Telah dilaksanakan sharing session inspektur mutu pada tgl 18 maret 2024 di 

aula BPPMHKP Makassar yang salah satu materinya adalah Keputusan 

Kepala Badan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penerbitan Sertifikat 

PMMT/HACCP. 

4. Penanggung jawab kegiatan telah memantau masa berlaku sertifikat HACCP 

setiap  UPI/UPRL melalui aplikasi HACCP Online Sistem dan berkomunikasi 

secara intensif dengan pihak UPI/UPRL untuk mengantisipasi keterlambatan 

permohonan dari pihak UPI/UPRL yang dapat berdampak pada kelancaran 

ekspor UPI yang bersangkutan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

41 

 

5. Penanggung jawab kegiatan telah melakukan pemantauan uploading 

dokumen inspeksi di aplikasi HONEST untuk mendukung kelancaran proses 

penerbitan Sertifikat HACCP sesuai dengan janji layanan.  

 

Rekomendasi rencana aksi  

Penanggungjawab kegiatan melakukan komunikasi lebih awal dengan pihak 

UPI/UPRL terkait pemenuhan persyaratan permohonan perpanjangan sertifikasi 

HACCP. 

 

I. Daftar Ruang Lingkup Sertifikasi HACCP di Triwulan I Tahun 2024 

No. Nama UPI / UPRL Produk Grade Keterangan 

1 PT. Anugrah Cahaya Samudera Dried Sea Cucumber 
Dried Seaweed 
Dried Shark Fin 

B 
B 
B 

Inspeksi 

2 CV. Anugrah Jaya Fishery Fresh Demersal Fish B 
 

Inspeksi 

3 PT. Anugrah Kelautan Abadi Dried Seaweed B Inspeksi 

4 PT. Anugrah Mapan Jaya Dried Seaweed B 
 

Inspeksi 

5 CV. Asryl Perkasa Fresh Tuna B Inspeksi 

6 PT. Dunia Marine Products Dried Flying Fish Roe 
Frozen Cooked Abalone 
Meat 

B Inspeksi 

7 CV. Guna Agung Dried Seaweed B Inspeksi 

8 CV. Guna Bahari Indonesia Dried Seaweed B Inspeksi 

9 PT. Keumkang Industri 
Indonesia 

Dried Cephalopods 
Dried Fish 
Dried Shrimp 
Fresh Demersal Fish 
Frozen Cephalopods 
Frozen Demersal Fish 
Frozen Lobster 
Frozen Pelagic Fish 
Frozen Raw Shrimp 
Frozen Tuna 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

Inspeksi 

10 CV. Lemo dan Bungi Dried Seaweed C Inspeksi 

11 PT. Lontara Jaya Sakti Fresh Demersal Fish 
Fresh Pelagic Fish 

B 
B 

Inspeksi 



 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

Frozen Shellfish 
Frozen Tuna 

B 
B 

12 PT. Mari Sejahtera Dried Seaweed A Inspeksi 

13 PT. Nirvana Niaga Sejahtera Frozen Cephalopods B 
 

Inspeksi 

14 CV. Sore Dangkang Dried Seaweed B Inspeksi 

15 PT. Sukses Raya Food Fresh Tuna 
Frozen Tuna 

A 
A 

Inspeksi 

16 PT. Usaha Centraljaya Sakti Frozen Cooked B Inspeksi 

17 PT. Asia Sejahtera Mina TBK Dried Seaweed B 
 

Monev 

18 PT. Sumber Gratia Mandiri Dried Seaweed B 
 

Monev 

19 PT. Wahyu Pradana Binamulia Fresh Slipper Lobster 
Frozen Cooked Shrimp 
Frozen Raw Shrimp 
Frozen Slipper Lobster 
 
 
 

A 
A 
A 
A 
A 

Monev 

20 PT. Global Maju Pratama Fresh Demersal Fish 
Fresh Pelagic Fish 
Frozen Demersal Fish 
Frozen Pelagic Fish 

A 
A 
A 
A 

Monev 

21 CV. Anugrah Lestari Dried Fish Maw 
Dried Fish Skin 
Dried Sand Worm 
Dried Sea Cucumber 

B 
B 
B 
B 

Monev 

22 CV. Karya Murni Dried Abalone 
Dried Sea Cucumber 
Dried Shark (Fin, Skin, 
Bone) 
Frozen Sea Cucumber 

B 
B 
B 
 

B 

Monev 

23 PT. Biru Laut Nusantara Fresh Crab 
Fresh Milkfish 
Fresh Pelagic Fish 
Fresh Slipper Lobster 
Fresh Tuna 
Frozen Crab 
Frozen Demersal Fish 
Frozen Slipper Lobster 
Frozen Pelagic Fish 
Frozen Cephalopods 
Frozen Tuna 
Frozen Milkfish 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

Monev 
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24 CV. Guna Bahari Indonesia Dried Seaweed B Monev 

25 Kospermindo, Koperasi Dried Seaweed B Monev 

26 PT. Bantimurung Indah Alkali Treated Cottonii 
Dried Seaweed 
Semi Refined 
Carragenan 

B 
B 
B 
 

Monev 

27 PT. Prima Bahari Inti Lestari Frozen Cephalopods 
Frozen Demersal Fish 
Frozen Shrimp 

A 
A 
A 

Monev 

28 PT. Bahari Makmur Sejati 
Cabang Makassar 

Frozen Shrimp C Monev 

29 PT. Chenwoo Fishery Fresh Demersal Fish 
Fresh Pelagic Fish 
Fresh Tuna 
Frozen Demersal Fish 
Frozen Pelagic Fish 
Frozen Tuna 

A 
A 
A 
A 
A 

Monev 

30 PT. Ocean Champ Seafood Pasteurized Crabmeat B 
B 

Monev 

31 PT. Biota Laut Ganggang Agar-Agar Powder 
Dried Seaweed 
Seaweed Powder 

B 
B 

Monev 

 
 
 
 
 
 

 
 

Kegiatan Inspeksi penerapan PMMT/HACCP 
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Kegiatan Inspeksi penerapan PMMT/HACCP 
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Kegiatan sharing session inspektur mutu pada tanggal 18 Maret 2024 
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Kegiatan Pelatihan HACCP Dasar  
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Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil 
perikanan secara profesional dan partisipatif 

 

Pengendalian dan pengawasan sistem mutu keamanan hasil karantinaan secara 

profesional, maka diperlukan dukungan 3 indikator kinerja yang harus dicapai sesuai 

target yang telah ditetapkan . adapun penjelasan pencapaian 3 indikator kinerja 

tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator Kinerja 

 

Target 

 

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan  sistem 
mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan 
partisipatif 
 
1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai 

Besar KIPM Makassar  
2. Unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian                  

( Official control ) lingkup Otoritas Kompeten  
3. Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality 

assurance sesuai standar, sistem dan regulasi  

 
 
 
 

1. 84 Indeks 
 

2. 1 Unit 
 

3. 18 Lokasi 
 

      Sasaran Startegis 2 
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IK5.  Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM     
Makassar 

  
 

2019 2020 2021 2022 2023 Target 2024
Target TW I 

2024

Realisasi           

TW I 2024

% Realisasi 

terhadap 

Target TW I 

2024

% Realisasi 

terhadap 

Target Tahun 

2024

Target 2024

% Capaian 

terhadap 

Target 

Renstra 

Terselenggaranya 

Pengendalian dan 

Pengawasan Sistem Mutu 

dan Keamanan Hasil 

Perikanan secara 

Profesional dan 

Partisipatif 

1 Indeks Kepuasan 

Masyarakat terhadap 

layanan Balai Besar 

KIPM Makassar

- - - 89,8 91,12 84 84 91,60 109,0 109,0 - -

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja                                                                      

( IK ) 

Realisasi Tahun 2019 - 2023 Tahun 2024

Renstra Balai Besar KIPM 

Makassar                                    

2020 - 2024

 
 
 
Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat 

kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan 

kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur 

penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat 

menyatakan persepsi atas kepuasaan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey 

Kepuasaan Masyarakat dengan alamat : https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14.  

 

Dimulai dari triwulan II tahun 2023, e-survey telah terintegrasi untuk seluruh 

Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menggunakan Aplikasi SUSAN (SUrvey 

kepuaSAN masyarakat) melalui link https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14. Materi survey 

terdiri dari 9 unsur berupa U1. Persyaratan Layanan; U2. Kemudahan Prosedur; U3. 

Waktu Penyelesaian; U4. Kesesuaian Biaya; U5. Kesesuaian Produk; U6. Kecepatan 
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Respon; U7. Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas; U8. Layanan Konsultasi; U9. 

Kualitas Isi / Sarana.   

 

Aplikasi SUSAN ini membagi survey berdasarkan jenis layanan. Untuk Balai Besar KIPM 

Makassar survey dilakukan terhadap 4 (empat) jenis layanan sesuai dengan Keputusan 

Kepala BKIPM nomor 27 Tahun 2023, yaitu :  

1. Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health 

Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor) 

2. Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk 

pemasukan dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (Impor) 

3. Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and 

Critical Control Point (PMMT/ HACCP) 

4. Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil 

perikanan, serta kualitas air 

 

Survey juga dilakukan terhadap setiap pengguna jasa yang menerima layanan dengan 

jumlah sampel minimal mengacu pada formula Isaac & Michael sebagai berikut:  

 



                                                                   

                                                                     

 

50 

 

 

 

 

 

Jumlah sertifikat yang terbit pada Triwulan I Tahun 2024 sebanyak 2.444 sertifikat, 

maka berdasarkan tabel diatas jumlah populasi sebanyak 2.600 minimal sampel 

responden yang diambil adalah sebanyak 335 responden. Hasil survey kepuasan 

Masyarakat diketahui jumlah responden sebesar 257, hal ini tidak memenuhi jumlah 

minimal responden sesuai dengan formula Isaac dan Michael tersebut. Kurangnya 

jumlah responden di Balai Besar KIPM Makassar salah satunya disebabkan adanya 

transformasi kelembagaan dimana personil penanggungjawab kegiatan sebelumnya 

telah beralih tugas ke Badan Karantina Indonesia sehingga penyampaian pelaksanaan 

Survei Kepuasan Masyarakat tidak berjalan secara optimal. 

 

Indeks Kepuasaan Mayarakat (IKM) di hitung dengan menggunakan “nilai rata-rata 

tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitung Survei Kepuasan 

Masyarakat terdapat 9 unsur pelayanan yang di kaji, setiap unsur pelayanan memiliki 

penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :  

 
Bobot Nilai rata-rata tertimbang = Jumlah Bobot     =  1  =  0.1111. 
                                                               Jumlah Unsur         9  
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